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PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ed

aa ) e ) ) aany
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Ende
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON |, tanggal lahir 01 Desember 1993 /umur 30, agama Islam,
pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di
KABUPATEN ENDE, sebagai Pemohon |;

dan

PEMOHON I, tanggal 13 April 1992 /umur 32, agama Islam, pekerjaan
Menenun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN
ENDE, sebagai Pemohon Il;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai

Para Pemohon, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA
Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17

September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Ende dengan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ed, tanggal 18 September 2024,

dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami isteri yang
telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 01
Desember 2015 di rumah Paderape, dengan mas kawin sebuah baju Ende,
dengan wali nikah Saudara kandung ayah yang bernama Mejid Yusuf,

Pemohon | dan Pemohon Il dinikahkan oleh saudara kandung ayah dari
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Pemohon Il yang bernama Mejid Yusuf dan ijab gabul antara Pemohon |
dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta
dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Hasan Abdullah
dan Guntur Mohammad,

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus Perjaka, Sedangkan
Pemohon Il berstatus janda dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor:
51/AC/2019/PA.Ed, dengan Pemohon | ketika menikah berusia 22 tahun
dan Pemohon Il berusia 23 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama:

a. ANAK ;
b. ANAK II;

4. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum dicatatkan di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;

5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan Penetapan
Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan
hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

6. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat
dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik
menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai, tetap
beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon | dan Pemohon Il mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang
sahnya pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il;

9. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu
dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor :
Pelum.464/SKTM/PDR/074/V1/2024 dan Nomor : Pelum.464/SKTM/PDR/07
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5/V1/2024 . Oleh sebab itu, Pemohon | dan Pemohon II mohon diijinkan
untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Ende cqg. Hakim Tunggal yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il yang
dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 2015 di rumah Paderape;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
pernikahannya ke KUA Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Subsidair:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah
datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa dalam persidangan secara
insidentil terhadap permohonan para Pemohon agar dibebaskan dari segala
biaya perkara (prodeo murni) dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor
44/Pdt.P/2024/PA.Ed pada persidangan tanggal 11 Oktober 2024 sebelum
memberikan putusan akhir, yang pada pokoknya memberi izin kepada Para
Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan kepada Para
Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada
Hakim Tunggal mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari penetapan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan
memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut
dapat dibenarkan secara hukum karaena sesuai dengan Pasal 271-272 Ry,
karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah
didaftar dalam register perkara, maka Hakim Tunggal memandang perlu
memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh
karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam
bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada kepada Para
Pemohon, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ed
tanggal 11 Oktober 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar
biaya perkara (prodeo);

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
44/Pdt.P/2024/PA.Ed, dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan pada hari tanggal 11 Oktober 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Nasruddin,
S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2
=

j putusan.mahkamahagung.go.id
R

oleh Markipial, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para

Pemohon;
Panitera Pengganti Hakim Tunggal
ttd ttd
Markipial, S.Ag, MH Nasruddin, S.H.I

Perincian Biaya:
- Nihil : Rp 0,-
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